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KATA PENGANTAR

Skripsi ini yang diajukan untuk memenuhi syarat
mencapal gelar Sarjana‘Hukum pada Fakultas Hukum Universi-
tas Airlangga, akhirnya selesal saya susun, walaupun mela-
lui jalan yang cukup panjang dan lama, jalan kesibukan
yang memerlukan keseimbangan antara tantutan pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari, kegiatan kemasyarakatan dan
kewa jiban sekaligus hak meraih jenjang tinggi dalam pen~
didikan,

Karya tulis yang berjudul "Masalah Surat Preasiden
Nomor 2826/HK/60 Ditinjau Darf Kedudukan Presiden Dan De-
wan Perwakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Membentuk
Undang-Undeng®, menarik minat untuk dibahas sebad Surat
Presiden tersebut dipergunakan sebagai dasar hukum oleh
Fresiden (Pemerintah) dalam membuat perjanjian dengan ne-
gara lain, walaupun Surat Presiden tersebut tidek mendapat
tempat dalam Tata Urutan Perundangan yang berlaku di nega-
ra kita.

Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Dosen Pem-
bimbing Bapak R.Djoko Soemadijo Sarjana Bukum den Bepak
Philipus Mandiri Hadjon Sarjana Hukum, serta Dosen dalam
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah
memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berguna bagi pe-

nyusunan skripsi ini.
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Saya menyadari skripsi ini masih memungkinkan
pengembangan den peningkatan lebih lanjkt. Untuk itu, saya
npnyadari pula, earan-seran sangat dibutuhkan guna lebdbih
menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya, semoga sumbangan pemikiran ini dapat
bsrguna bagi pengembangan Ilmu Hukux pada umumnya dan
Hukum Tata Negara pada khususnya.

Surabaya, Januari 1981
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BAB I

PENDAHULUAR

»

1. Pormnoalahan

Pasal 11 Undang-Undeng Dasar 1945 memberikan dasar
hukuy kopada Presiden untuk membuzt perjanjian dengan nega- -
ra lain, Porjanjian yang dibuat oleh Presiden harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 merupakan
catu-patunya pasal di dalam Undang-Undang Daear 1945 yang
nenuat ketentuan tentang masalah membuat perjanjien dengan
negara lain, Totapi sayang pasal 11 ini sangat singkat se-
hingga ada beberapa masalah yang timbul di dalamnya.

Istilah ®*, . . dengan persetujuzn Dewan Perwakilan
Rokyat . . ." mengandung masalah mengenail bentuk hukum dari
persetujuan yang harus diberikan oleh Dewan Perwakilam
Rakyat yaitu apakah persstujuan itu harus didberi bentuk
undang-undang ataukah tidak,

Istilah *, , . perjanjian dengen negara lain . . ."
nengandung racaleh mengenai kata perjanjian i{tu sendiri dan
nateri perjanjian, Hal ini disebabkan adanya bercacan-macan
bontuk istilah yang dapat digunakan di dalam pengertian
perjanjian internasional atau traktat. Para sarjana mengakui
sonpai caat ini bahwa banyak istilah yang dipergunakan

untuk perjanjian internasional.

’

1
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Sclain racalah di atas tadi masih ada nmaoalah lain
yong tidok dapat dicard jawabnys molelui pascal 11 yaita
racalah ratifikasi. Siapakah yang berwenang nmeratifikasi
suntu perjanjian dengen negara lain, apakch hak neratifi-
kani itu ada pada Prosiden ataukah ppda Dowan Perwakilan
Rokyat., Hal ini ada kaitennya dengan matori perjanjiam dan
pentahapan ponbuatan perjanjian. Selain itu terfalt pula
di oini nongenai kesahon (oah atau tidak) ouatu perjanji-
an don keterikatan negara.

2. Penjolasan Judnl

Judul skripsi ini, “"Masalah Surat Presidon Nomor
2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Prosiden Dan Dewan
Porvakilan Rakyat Sebagal Pemegang Kokuasaan Menbentuk
Undeng=-Undang®.

Monurut pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar
1945, Proecidon dan Dewan Porwakilan Rakyat bersana-sama
norupakan pomegang kekutocasan membertuk undang-undang. Kore-
jacana kodua lombdaga ini sebagai lembaga tingkat tinggl
nogara, menpunyal kedudukan dan hubungan huken yang sengat
penting di dalem membentuk undang-undang untuk penberi
landascan borla}unya poraturan-~peraturan hukuwn dan tindakan
pocerintahan, Helalui kedwudukan dan hubungom hukun kedus
lenbaga ini certa wewenangnya hersana-sana dnlan nembentuk
undang-undang, dapat ditinjau kembali dan didahap Surat
Prociden nomor 2826/HK/60 yang nasih berlakn sonpai saat
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ini dan digunakan sebagail dasar hukum delam hubdungan luar
negeri khususnya menbuat perjanjiéin dengan negara lain.

Surat Presidsn nomor 2826/HK/60 terbit sebagai
usaha Presiden (Pemerintah) untuk dapat nelakukan hubung-
an luar negeri, dalam hal ini, terutama membuat perjanji-
on dengan negara lain, sebad tidak jelasnys pasal 11
Undong-Undang Dasar 1945 mengatur masalsh tersebut. Surat
Prosiden ini ternyata tidak tepat apabila dikaitkan de-
ngan tata urutan perundangan yang berlaku sebagaimana
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Ke-
tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah nenetap-
kan pengenai Tata Uruten Perundangan yang berlaku di nega-
ra kita,

Jadi dengan Jadul, "Masalsh Sutat Presiden nomor
2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Presiden Dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Membentuk Undanﬁ
Undang®, dimaksudkan agar kedua lembaga tersebut dapat
menpergunakan hak inisiatifnya mengajukan rancangan undang
undang nengenai masalah pembuatan perjanjian dengan negara

lain dengan tetap berpegang pada kepastian hukun.

3. Alagan Pomilihan Judul

Pemilihan judul "Masalah Surat Presiden ntmor
2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Presiden Dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Oebagai Pemegang Kekwasaan Menbentuk Undang
Undang", berdasarkan penmikiran bahwa saat ini hubungan
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internasional yang sangat pesat dan dapat mempengaruhi
corak penmerintahan setiap negara, memerlukan sikap tanggep
dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai peme-
gang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dan EKetetapan Majelis Pormusyawaratan
Rakyat.

Porubahan nasyarakat internasional yang membawa
akibat atan diikuti perubahan hukum internasional, akan
nenbawa pengaruh pula pada pertumbuhen hukum nasional, tor-
utacs bagi negara-negara yang cedang berkembang, termasuk
dalam hal ini Indonesia,

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pre=siden
(Pemorintah) dengan negara lain dalam kerangka hukum inter-
nasional dan hukum nasirnal, terlebih lagl yang menyangkut
kepentingan masyarakat serta kemungkinan menyentul kedau-
latan rakyat dan negara, oudah seharuecnya diimbangi dengan
usaha menciptakan tertib hukun dan kepastian hukum melalui
undang-undang pang dibentuk berdasarkan persetujuan Presi-
don doan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk nelengkapi pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
diperlukan undang~-undang yang secara jelas memberikan ke-
tegasan mengenai batasan sampai dimana Presiden (Pemerin-
tah) dapet membuat perjanjian-perjanjian dengan negara
lain tanpa persetujuen Dewan Perwakilan Rakyat, dan sampai
se jauhnmana batasannya apabila harus dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.
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4. Tujuan Penulfoan
Pasal 11 Undang-Updang Dasar 1945 rcampun penjelasan

nya tidak memberikan pedoman yang cukup bagi FPresiden (Pe~
nerintah) untuk nelaksanakan tugasnys mewakili negara
rongadakarn hubungen luar negori, khususnys dalam hal ini
penbuat suatu perjanjian dengan negara lain,

Surat Presiden nonor 2826/EK/60 bderisi penafsiran
torhadap pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bagian
yang berhubungan dengan Ral nembuat perjanjian dengan ne-
gara lain, tolah berupahs memberiken penyelesaian dan
psngaturan terhadap masalah-nasalah yang timbul yong dise-
babkan tidak jelasnya pasal 11 tersebut.

Surat Presiden nomor 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus
1960 ternyata tidak segera nendapat perhatiasn untuk diba-
hae di dalem sidang Dewan Perwakilen Rakyat, sehingga ti-
dak dapat diketahui seeara forral apakah materi yang di-
tuangkan di dalan Surat Presiden itu disetujui atan tidek
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat Presiden nonor 2826/HK/60 dalam kenyataannya
kepudian telah menjadi sunatu ketentnan yang dijadikan
dagsar hukun di dalan pombuat perjanjian dengan megara lain,
Surat Prosiden ini tetap B_rbentuk surat sebagainana ben-
tuk yang dikirimkan kepada Ketua Dawan Perwekilan Rakyat
tanpa perubahan bentuk hukumnya. Hal ini menimbulkan mnaca-
lah di dalam kedudukan hukum dari Surat Presiden itu, apa-
bdbils dihubungkan dengan Tata Urutan Porotticap Porandangon
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yang berlaku dinegara kita.

Dongan demikian tujuan penulican ini,dimakdudken
nonenukar jalan secara jelas bagairanakah seharusnya Surat
Presiden nomor 2826/HK/60 itu dapat ditingkatkan kedudukan
hukunnya, melaui kerjasama Presidon dan Dewan Perwakilan
Rakyat, sehingga tercipta kepastian hukum sesuzi dengan
kohendak Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Hotedelogi
Penbahapan dilakukan melalui pembahasan kepuatakaan

dengan bahan-bahan literatur yang ada. Metoede yang diper-
gunaken dalam pembahasan ini ialah snalisa ytridis dengan
menganalisa setiap masalah dalan ruang lingkup hukum dan
kaitannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
Analiea deskriptif akan digunakan pula dalam kerangka
penguraikan onatu permasalahon yeng dapat memberikan gap-
baran lebih nmondalanm mengenai masalah hukum moupun masalah
di luar hukum yang satu dengan lainnya pempunysi kaitan
ocecara nyata. Selain itu juga akan dilakukan penggunaen
netode perbandingen guna nmakin momperjelas swatn pengerti-
an dan penilaian,

Pombahasan yang menyangkut wilayah kekuassan ekce-
kutif dan legislatif, banyak atau sedikit, tentulah aken
penyinggung pula segli pslitik, yang soringkali bahken
nemborikan peranan penentu atau warna bdagi terbentuknya
hukun, Oleh karena itu, sukarlah dihindari untuk tidak

nenyinggung sanaoekali suasana politis yang ada, codagnl
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upaha nemahami permasalahan yang dikemukakan. Sehingga
kalau nanti ada pertimbangan polltik yang dipaparkan dalan
uraian ini naks hanya bersifat ilustrasi saja, bukan pena-
paran sebagaimona dilakukan oleh orang yang ahli dibidang
ilnu pengetahuan politik,

6. Sistinatike Dan Pertanggungiavadannya
Ponbahasan okripsi ini dilakukan dengan ocistimatika

yang secara garis besarnya sebagai berikut @

Pada bad I yang merupakan bad pendahuluan rnemumat
nengonal permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilbhan
Judul, tujuan penulisan, metodelogi, merta sistimatike
penulisan,

Dalan bab II akan dikemukakan keadaan negara sebo-
lun dan sesudeh tahun 1960 yang dapat nemberi gambaran
borapa besar pongaruh dan kekuasaan yang berada di dalanm
tangan Presiden serta bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat
nonjalankan fungsinya dalam situasi dan kondiei pada waktu
itu, yaitu dalam keadaan keamanan dalan negeri yang masih
diliputi pergolakan karena timbulnya pemberontakan di be-
berapa daerah dan sikap Penerintah menghodapi pemberontak-
en torsebut. Solain itu politik luar nogeri Pemerintah
wvektu itu diarshkan kepada woaha nenberikan pengertian
kopada dunia internasional nengenai penyelesaian manaleh
Irian Barat, politik The 0ld Establisohed Forces dan
The Hew Emerging Forces, dan konfrontasi terhadap Malaysis.
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Dalan dab ini dibahas puwla kedudukan hukum Surat
Presiden nomor 2826/HK/60 dengen molihat adanya hierarchio
dalan undang-undang atau tata urutan peraturan perundangan.
Pembahasan dikaitkan dalam hubungannya dengan Ketetapan
Hajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indono-
sia ¥o.XX/MPRS/1966 tentang Menmorandun DPR-GR mengenai
Sunber Tertid Hukun Republlk Indétnesia dan Tata Urutan
Poeraturan Perundangan Republik Indonesia yang telah dinya-
takan tetap berlaku oleh Kotetapan Majelis Permusyawaratan
Rokyat No.V/MPR/1973 dan Ketetapan Haojelis Permusyawaratan
Rakyst No.IX/MPR/1978.

Di dalam kenyatasnnya, bagainanapun kedudukan hukun
Surat Presiden itu, dalam praktek ditemui Surat Presiden
nonor 2826/HK/60 diguhakan sebagal dasar yuridis. Untuk
nendapatkan owatu jalan keluar dari masalah ini dicoba
penanpilkan konvenpl ketatanegaraan.

Bab selanjutnya edalah bab III, yang akan menbahas
congenai pengertian traktat dan ratifikasi dalan hubungan-
nya dengan banyak istilah yang dipergunakan untuk menunjuk
kepada pengertian perjanjian internasionanl, Pasal 11
Undong-Undang Dasar 1945 nenggunakan ipotilah "perjanjian®,
tanpa ada ponjelasan pengertian lebih lanjut mengenai apa
yong dimakoud dengan perjanjddn itu. Enl ini nenjadi casa-
lah sebab istilah traktat (treaty), agreemont atau ekecu-
tivo agreenent dan beberapa istilah lain lagi sara-sama
berada di dalam pemgertian perjanjian internasional. Scrat
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Presider nonor 2826/HK/60 memafsirkan istilah “perjanjian®
dalan pasal 11 dan juga menafsirka isi dari pada perjenji-
an itu, Selétin itwu ratifikesi nenpunyai nmakna penting
karonn menyangkut pongakuan negara untuk tunduk dan teri-
ket kepada ponetapan perjanjian internasional yang dirati-
fisirnysa.

Ada tiga sistim yeng dikenal dalem hal ratifikesi
yoitu (1) retifikasi dilakukan oleh eksekutif, (2) rati-
fikasi dilakukan oleh legislatif, dan (3) kedua badan itu
berperarsn dalam prosee ratifikasi perjanjian yang dibuat.
Pasal 11 Undang-Undeng Dasar 1945 tidek mencntukan eistin
nons yang diikuti, sehingga dari pasal ini juga tidak di-
ketahui siapakah yaﬂé menpunyai vewenang ratifikasi,
Presiden ataukah Dewan Perwakilen Rakyat,

Dalan bad. IV akan diuraikan mengenai kedudukan
porta hubungan Presiden dan Dewan Porwvakilan Rakyat seba-
gai pemegang kekuasaan nembentuk undang-undang berdasar-
kan Undang-Undang Dasar 1945. Penbahasannya akan dikaith
kan dengan masalah pasal 11 Undeng-Undang Dasar 1945 schu-
bungan dengan intilah "Prosiden dengan persetujuan Dowan
Porwakilan Rakyat nembuat perjanjisn dengon negara lain®.
Jega akan dftampilken knitannya dengon adanya Ketetapan
lnjolis Pormusyawaratan Rakyat Ho,.III/MPR/1978 tentang
Kodudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Ienbage Tortinggi Hegora
Dengan/Atav Antar Lenbage-Lenbaga Tinggi Negara.

Ditanpilkan dalan ruang lingkup ini Surat Presiden
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nonor 2826/HK/60 terutama yang menyangkut materi perjan-

jlan-perjanjddn yang terpenting (trossfoc) dan pernystaan

bahwa untuk perjanjian lain (agrecments) disanpaikan kepa-

da Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui saja.

Percetujusn dari Dowan Perwakilan Rakyat hanya diperlukan

apabila menyangkut perjanjdan-perjanjian yangterpenting
saja sebagaimana telah diperineci oleh Presiden.

Akan dibahas pula mengenai babnlah hak inisfatif
yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengaju-
kan rancangan suatu undang-undeng dan sejauh mana hak itu
harus digunakan, Surat Presiden nomor 2826/HK/60 merupa-
kan suatu sikap positif yang harus dicambut dengan sikap
tanggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat gebagai suatu usaha
koorah penemuan pedeman di dalam melaksanakan ketentuan
Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengarah kepada ¥o-
pastian hukun dan tertid hukum, Persnan penggunaan hak
inisiatif 4i sini secara effektif sebagal konsekwensi mele-
katnya hak tersebut pada tubuhk Dewan Perwakilan Rakyat
perogang posisi penting.

Bab V merupakan bab: terakhir yang berisi kesimpulan
dan saran, yang mengakhiri pembahasan mengenai "Basalah
Surat Presiden Ho.2826/HK/60 Ditinjau Dari Kedudukan Presi-
don Dan Dewan Perwakilen Rekyat Sebagai Pemegang Kekuasaan
Henbentuk Undang-Undang?.

Skripsi MASALAH SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/60 DITINJAU YUDO HERBENO
DARI KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BB 1II

SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/60 MENURUT
HUKUM DAN KENYATAANNYA

1. Suasana Ketatonegaraan Dan Politik Pada Saat Terbitnys
Surat Prbaiden '

Surat Ptesiden nomor 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus
1960 terbit pada saat seluruh negara Indonesia masih
bPerada dalam keadasn perang dan darurat psrang.

Keadaon dalam situasi seporti itu dimulai pada per-
oulean tahun 1957, sehingga norma-norma biasa hukum tata-

nogara dapat diganti dengan atau didampingi oleh ketentuan

hukum tata negara darurat atau "staatsnoodrecht®. )

Keadnan negara menurut koterangan Pemerintah mulai
1 April 1961 pobagai bderikut

1.Daerah yang tidak lagi dalam keadaan bahaya
a.Daerah tingkat I Bali
b.Daerah tingkat I Ealimantan Tengah ;
2.Daerah yang dalam keadaan darurat sipil :
& .Daerah Istimewa Yogyakartas ;
b,Keresidenan Bojonegoro ;
o.koresidenan Hadura ;
2.Daerah yang dalan keadaan darurat militer ¢
a.,Daorah tingkat I Riau }
b.Daerah tingkat I Kalimantan Barat ;
¢.Daerah tingkat I Kalimantan Pimur ;

1Knntjoro Purbopranoto,Danar-Iasar Hubnnian Yarna-
Rogarsa Denean Pemerintah,cet.Ii,Unliversitas Alrlangga,
urabaya, pid» - .
11
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d.Daorah tingkat I Jaws Tengah, kecuall Keresidenan
Pokalongan dan Banyumse (yang masih dalam keadaan
perang) 3

e.Daerah tingkat I Jawa Timur, kecuali Kotapraja
Surabaya (yang masih dalam kocadsan perang) sorta
Koresidenan Bojonegoro dan Keresidenan Madura
(yang sudeh dalaw keadaan darurat sipil) ;

f.Daerah tingkat I Nusantara Barat ;

g.Deerah tingkat I Nusantara Timur ;

4.,Daerah yang dalam keadaan perang @

a.Daerah tingkat I Aceh ;

b.Daerah tingkat I Sunatora Utara

c¢.Daerah tingkat I Sumatera Barat ;

d.Daerah tingkat I Sumatora Selatan ;

o.Daerah tingkat I Jambi ;

f.Daerah tingkat I Jakarta Raya ;

g.Daorah tingkat I Jawa Barat ;

h.Koresidenan Pekalongan dan Keresédenan Banyunae ;

i .Kotapraja Surabaya ;

J.Daerah tingket I Kalimantan Selatan ;

k.Daerah tingkat I Sulawesi Utara/Tengsah ;

1l.Paorah tingkat I Sulawesi Selatan/Tonggara ;

n.Daerah tingkat I Maluku ;

n.Daerah tingkat I Irian Barat ;

o.¥ilayah porairag H

p.Wilayah udara,

Penderontakan-pembenontakan yang terjadi di Tanah
Air pada wakiu itu dipandang sangat berbahaya ditinjamu
dari tiga segi pokok yaitm :
1. Merusak dasar-dasar demokraeci
2. Henancing intervensi asing

%. Holemahkan potenei naecional 3

2Iotoran an Pemerintah Mengenai Situasi Negara,
divcapkan eleh ﬁonferI Portama H.giuanda dalam rapat plemo
Dewan Perwakilan Rekyat Gotong Royong,5 Juli 1961,Ponerbdit-
an khusus,Departomen Penerangen R.I.,1961,h.42 - 43,

3Kcnonter£sn Penerangan,Panyelovengan Yang Mombaha-
Jukan Negara,Percetakan Nogara.JaEaria,13?5,5.55.
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Menghadapi masalah keamanan dalam negeri Pemerintah
mengambil sikap "tidak bersedia mengadakan perundingan a-
tau kompromi dengan pemberontak", 4

Tingkat keadaan berbahaya dan keadaan perang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dengan de=-
mikian keadaan ini berarti telah pula diterima oleh selu-
ruh rakyat Indonesia.Hal ini dapat kita lihat pada Undang-
Undang No.79 tahun 1957 L.N. No.160,dilaksanakan dengan
Keputusan Presiden No.225 tahun 1957,yang disahkan menjadi
Undang-Undang No.79 tahun 1857 L.N. No.79 diperpanjang de-
ngan Undang-Undang No.82 tahun 1958 hingga Desember 1959.
Undang-Undang keadaan bahaya tahun 1957 diganti dengan Pe-
raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 tahun
1959 L.N. No.139 yang kemudian dijadikan Undang-Undang de-
ngan Undang-Undang No.1 tahun 1961 L.N. No.3.

Dalam soal politik luar negeri pada masa ini dipeng-
aruhi oleh suasana perjuangan membebaskan Irian Barat yang
masih berada di dalam cengkraman Belanda,

Usaha-usaha penyelesaian melalui perundingan dengan
pihak Belanda secara langsung tidak berhasil,demikian pula
usaha menyelesaikan persoalan Irian Barat di forum Inter-
nasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya Pe-

merintah Indonesia mengambil sikap dengan cara perjuangan

4Djuanda, op cit,h.40.
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phisik mengerahkan sejumlah pasukan tentara dan sukarela-
wan langsung kedaerah Irian Barat. Usaha terakhir ini ter-
nyata membawa hasil yaitu pada tahun 1969 Perserikatan
Bangsa-Bangsa menerima baik hasil penentuan Pendapat Rak-~
yat yang berisi keputusan rikyat Irian Barat melalui Act
of Free Choice untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Politik lain 4i bidang luar negeri yang mulai di-
kembangkan pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno ialah
membagi dunia menjadi dua bagian yang terdiri dari The 014
Established Forces dan The New Emerging Forces.

Ketegangan politik luar negeri ini memuneak ketika
Malaysia yang dianggap sebagai negara hasil pembentukan
Inggeris- yang bersifat Neo Kolonialisme diterima menjadi
anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tahun 1964. Indonesia tidak dapat menerima tindakan Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa dan menyatakan keluar dari keanggota-
an Badan Internasional tersebut.

Roeslan Abdulgani menyatakan pendapatnya mengenal
tindakan keluar dari keanggotaan yang dilakukan Indonesia
sebagal berikut :

Keluarnya Indonesia bukan sekedar dinyatakan sebagai
"non-aktip" atau "non-participating®,melainkan “with
draw" atau "pull-out" yaitu bukan sekedar non-aktip

atau tidak ikut ambil bagian sebagai orang yang absen 5
atau tidak hadir,melainkan benar-benar menarik diri...

5Roeslan Abdulgani,25 Tahun Indonesia-PBB,Gunung
Agung ,Jakarta,1972,h.14.
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Keasekwensi dari sikap ini Indonesia nelancarkah
konfrontasi terhadep Malaysia, dan nonbentuk Perserikatan
Bangsa=-Bangsa tandingen yeng dinanakan Conferenca of the
Oow Energing Foreces,

Dewan Porwakilan Rakyat nelihat fakta situasi nege-
ro baik di dalam negeri maupun di luar negeri manpaknya
nenbutubken Pomerintah yang kuat dan berwibawa, karenanye
conderung untuk selalu menbenarkan tindskan ataun kebijak-
conaan yang ditempuh oleh pikak okoekukif. Eadang-kadang
Dowan Pervakilan Rakyst menolak ranecangan undang-undang
ataw ketotapan yyng diajukan Pomerintah, nanun kata putus
biasanys ditentukan oleh Pemerintah dan Dewan Porwakilan
Rakyat akhirnys menyotujuinya atau bersikap membiarkan
tanpa kepastian formal menerima &0u menolak.

Dokrit Presiden Republik Indonesia pada tanggal
5 Juli 1959 menunjukkan lemahnya kenawpuan tanggung jawabd
politik para anggota Konstituante den dilain pihak menun~
jukkan adanya supremasi oksekutif,

Para anggota Konstituante tidak panpu untuk neneca-
pal konsenpus mengenail dasar megara untuk undang-undang

dapar barn.‘ Golongan terbesar di dalsn Kontituante yang

6Hirian Budiard]o,Dasar-Dasar Ilmu Politik,. .
P.%. Granedia,Jakarta,197(,h.70.
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tidak dapat menperoleh suzra mayoritaec 2/3 memutuskan
wntuk tidak menghadiri lagi oidang-oidang Konstitmante.!

Dengan Dokrit "Komstitunnto sobagai badan yang der-
tugas cenbuat dan menetapkan Konstituei yang baru dan der-
daulat ponub", dibubarkan oleh Presidon.® Dokrit int
dongan ouara pulat dicetujul oleh Dowon Perwakilan Rakyat
pade tanggel 22 Juli 1959.7

Helihat fakta oojorsh yang mendasarkan diri pada
kooelamatan bangoa dan negara secara utuh ssrta keponting-
an NHasional yang menyeluruh, “cara-cara otoriter yang
centraliotis dapat digunakan,unetolah terjadi snatau rase
perpecahan yang berlangsung lama, atan apabila terdapat
pertontangarx yang tajan nengenai tujuan naeyaratat'.1°

Dalam suasana ketatanegaresen dan politik seperti
diuraikén di atas ituleh Surat Presiden Ko,2826/HK/60 tor-
bit dan bderlaku tanpa mendapat pombahasan dari Dewan Per-
vakilan Rokyat dengan status hukum yang tidak jelas, sekad

7Inmail Suny, Pergosoran Kekunsaan Eksekutif,eet.Il
c.v. Calindra.Jakarta,1555,5.133.

anuhanad Yamin,Proklamael Dan Konagitloi Republik
Indonesia,cot,V,Janbatan,Jakarta, ,h,18%,

%1sneil Suny,op elt,h.184.

1°Lneian ¥.Pye,Domokrasi Dan Pembangunan Politik,
dari kumpulan karangan Miriam Budiardjo (od), Hasalah
Kenefjarasn,eot.l, P,?, Gracedfa,Jakarta,1975,h.199,
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tidak dftolek totapi tidek juga diterima gecarns formal,
Nenang padavaktu itu sangat diporlukan kotentuwan yang da-
pat dijadikan pedoman oleh Presiden untuk relaksanakan
pasel 11 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangke ,

perjalanan-perjalanan muhibah dan politik ke luar ne-
gori untuk perjuangan anti-inperialisne dan anti-keolo-
nialisne, ternmasuk penyelesaian soal Irian Barat di
forum Intormasional, momperkokok keduduken dan perju-
angan Republik Indonesia d4i dunia Intermasional,
nengadaken perjanjian~perjanjfan peren#qbatan dan kor-
jasann dengan megara-negara lain., . .

2. Keduduken Hukun Surat Presiden

Hierarchis dalan peraturan hukun nenunjukknan keku-
atan nengikat dan kedudukan hukrm ynitu, *Undang-Undang
tingkatan lebih rendah, tidak boleh berteﬁtangan dengan
Undang-Undang tingkatan lebih tinggi . . .” '2 mehingga,
*Undang-Undang tingkatan lebih rendah harus undar untuk
Undang-Undang tingkatan lebih tinggi . . .» 0

Sarat Presiden No,.2826/HK/60 yang borbentuk Surat
Presiden kepada EKetua Dowen Perwakilan Rakyat berdasarkan
hierarchis denm bentuk peraturan hukun, tidaklsh mondapat
tenpat dalan sistin urutan bentuk peraturan hukum Undeng-
Undang Dasar 1945. Dengan denikian keduduken hukum dan

11D1nanda,gn_g;§,h. 50 -~ 56.

121 eldoorn,Inloiding Tot Do Studie Van Het Heder
landse Ree t.terjenﬁﬁan UifErIﬂ Sadino,cot,.VII,Noor ﬁonala,
Jokarta, 1960,h.77.

ivia.
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kekuatan mengikatnya tidak dipunyai oleh Surat Presiden
tersedut.

Hojolis Permusyawvaratan Rakyat Sementara tahun 1966
neretapken hierarchis dan bentuk peraturan hukum menurut
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan memorandum Dewen
Porwakilan Rakyat Gotong Royong (Ketetapan Hajeliu Pernu-
pyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966) adalah meda-
gal berikut :

4.Undang~-Undang Daear Republik Indonesia 1945,

2.Kotetapan Majelis Permusyawaratan Rekyat,

3, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang,

4,Peraturan Pemerintah,

5.Keputunan FPresiden,

6.Peraturan~-peraturan pelaksana lainnya seperti :

-Peraturan Henteri,
-Instruksi Menteri,
-dan lain-lainnya.

Prinsip "Undang-Undang tingkatan lebih rendah, ti-
dak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tingkatan le-
bih tinggi"® diakui dengan tegas di dalam ketetapan ini,
yang dinyatakan demikian, "sesuai prinsip Hegara hukum,
caka setiap peraturan perundangan harus berdasar dah bder-
gunber dongan tegas pada peraturan perundangan yang ber-
laku, yang lebih tinggi tingkatnya® (lihat bagian II A 3
Nenorandum DPReGR).
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Hierarchis di atas dan primcip yang terkandung di
dalannya tetap dinyatakan berlaku oleh Hajells Permusyn-
waratanr Rokyat yang dukan lagi bersifat sementara dengan
Xotetapan Majelis Permusyawaratan Rokyat No.V/MPR/197%.
Dinyatakan oleh pasal 3 nya ®tetap berlaku dan perlu di-
senpurnakan®. ' |

Koteiapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat
Ho.Y/MPR/1973 yang berisi peninjauan kenbadi produk-produk
yang borupa Ketetapan-Ketetapan llajelio Permusyawaratan
Rakyat Senentara juga mengedepanken prineip “kepastian ko-
dudukan hukum® bdagi peraturan-peratucah hukun, Prinsip inf
dfkonukakan pada begian dasar portimbargan pub e yang ber-
bunyi, "bahwa perlu ada Ketetapan Hajelis Permusyawaraten
Rakyat yang menetapakan kepastian keduduken hukum dari
Kotetapan-Ketetapan Hajelis Permusyawaratan Rakyat . . ."

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
fio.V/MPR/ 1973 masih tetap diberlakukan dan perlu penyempur-
napn pasal 3 nya dilanjutkan, demikian Ketetapan Majelis
Pernusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/1978 tentang perlunya
penyenpurnaan yang termaktub dalem pagal 3 Ketetapan Maje-
1is Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ¥eo.V/HPR/1973.

Dongan denikian Surat Presiden Ho,2826/HK/60 yang
hanya berbentuk surat tidak dapat dlklasifikanikan ke dalen
bentuk Keputusan Presiden atau Peraturan-peraturan pelaksa-
na lainnya, sehingga Ourat Presiden 3uga tidak mendapat
tompat dalam sistim tata urutan poraturan perundangan
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sobagaimana ditetapken oleh Majelis Permuasyawaratarn Roakyat
pericde tahun 1966,1973 dan 1978. Jadi berdasarkan sistim
ini kedudukan hukum dan kekuatan mengikatnya tidak pula
dipunyai oleh Surat Presiden.

Surat Presiden XNn.2826/HK/60 dalan praktek gering
disebut dalam istilah Amanat Presiden dan digunakan seba-
gei dsear hukum untuk bedberapa peraturan baik yang der-
bentuk Undang-Undang maupun yang berbentuk EKeputusan
Presiden misalnys : Undang~-Undang No.1 tahun 1971 L.,
tahwn 1971 No.15 ?.L.N. No,2956 § Undang-Undang No.2 ta-
hun 1971 L.K. tahun'1971 No.16 TLL.H. No.2957 ; Undang-
Undang No.9 tahun 1971 L.N. tahun 1971 No.77 T.L.R.
No.2972.

Penggunaan Surat Presiden No,2826/HK/60 pebagai
dasar hukum berarti menempatkan Surat Presiden sebagai
palah satu sumber kewenangan untuk nendbuat suatu perturan
perundangan, dan dalam kenyatsonnya hingga saat ini Surat
Presiden terosebut rasih tetap berlakun dalam praktek keta=-
tanogaraan,

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara
lengkap nemberikan pengertian atau ketentuan mengenai
bentuk hukum dari persetujuan yang harus diberiken ocleh
Dewan Perwakilan Rakyat, pengertian perjanjian dapat me-
nimbuiakan dua pengertian traktat atau agreement, materi
rerjanjian apa saja yabg dikehendaki pasal 11 dan nmasalah
siapa yang berhak neratifisir,
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Dengan denikian tampak disind kebutuhan yang harus
pegera dipenuhi dan mengandung manfaat untuk terbitnya
Sarat Presiden Ilio,2826/HK/60 falah 3

1.Hubungan Internasional yang scangat intensif per-

kenbangannya ;

2.Perlu adanya tindakan-tindaksan yang cepat dari

Pemerintah untuk dapat momgimbangi perkembangan
hubungan internasional ; dan

3.7idak lengkapnya pasal 11 Undang-Undang Dasar

1945 memberikan ketentuan tentang hubungon inter-
nasional yang dapat dijadikan pedoman oleh Presi-

den untuk membuat perjanjian dengan negara lain.

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa borle-
kunya Surat Presiden No.2826/HK/60 adalah karena konvenei

kotatanegarasne Sobad delan ilmu hukun dikenal dua aspek
ponentu yang merupskan syarat untuk menentuken konvensi,
yaitu pocara materiil dan secara psichologis, 14 Secara
nateriil, perbuaten yang menimbulken hukum kebiasasn
(konvensi) itu harus dilakukan berulang-ulang, dan secara
poichologis harus memenuhi rasa adanya keharusan (opini
neoessitatis). Surat Presiden nomor 2826/HE/60 telah me-
menuhi kedua kriteria tersebut yaitu secara materiil telah

45.6. starke,An Intrduction To Internatiomsl Law,
terjemahan F.Isjwara,Edldl IV,XTumni,Bandung, 1972,h.21,
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berulang-ulang digunakan sebagal dasar hukum dan secera
psichologis telah memenuhi adanys rasa keharusan memenuhi
kebutuhan melengkapi pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,

Skripsi MASALAH SURAT PRESIDEN NOMOR 2826/HK/60 DITINJAU YUDO HERBENO
DARI KEDUDUKAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

TRAKTAT DAl RATIFIKASI

1. Pengortian Traktat dan Isi Traktat
Posal 11 Undang-Undang Dasar 1945 nenggunakan isti-

lah "perjanjian®, tanpa ada ponjelasan lebih Ianjut nengo-
rai apa yang dipaksud dengan perjanjian itu, dan materi
apa yang menjadi isi porjanjian itu,

s + » kKosulitan yang kita tenui di dalan mempelajord
napalah perjanjian ini adalah banyaknya istilah yang
digunakan untuk porjanjian intermasional ini. Perjan-

fian internasicnal itu adokalanya dinamakan traktat

troaty),pacta (pact),konvensi (convention),piegan
astatute),charter,deklaransi,protokel ,arrangenent,
acecord,nodus vivendi,covenant,dshb. Dilihat socara
yuridis eemua istilah ini tidak mempunyai artl ter-
tontu, dengan perkataen lain nnqganya nerupakan
perjanjian internaciomal . ., .

Sebelun Mochtar Kupumantnadja, Starke telah nenge-
nukakan pule banyalnya iptilah yang dipergunaken untuk
pongertian perjanjian internaoional.

HMongenai bentuk-bentuk dan peristilahan traktat-trak-
tat nedern, terdepat banyak kegaduhan. Hal ini dised
babkan oleh beberapa faktor, termtama timbulnya tra-
dlsi dan bentuk-bentuk diplematik lana, yeng sulit
digesunikan dengan kehidupan internasional nodern,
yong Jjuga pendirian laissor faire nogara~nqﬁara yong
tidak pau nengadakan tertid dalam eoistin.

15Hochtar Kusumaatnoadja,Pongantar Hukun Inte
%%%,Buku I - begian unun,Bina prfﬁ,ﬁEnHung,1573,5.%5%A§9:

16
J.G., Starke,op eit,h,202,
23
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Selanjutnya menurut Starke,

fraktat juga disebut dengan istilah-istilah lain,
nisalnya: 1.Konpensi, 2.Pretokol, 3,Persotujuan,
4.Perikatan (Arrangement), 5.Preses-Verbal, 6.Statuta
(Statute), 7.Deklarasi, 8.Medus Vivendi, 9.Pertukaran-
Nota, 10.Ketentuan Pqgutup (final act), 11.Ketontuan
Unun (general act).

Di tengah-tengah kegaduhan bentuk-bontwk dan isti-
loh-istilah perjanjian internacional serta tidak lengkap-
nya pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah
penbuatan perjanjian internasional itulah terbit Surat
Presiden No.2826/HK/60/

Surat Presiden ini membagli perjanjian internasional
dalan kaitannya dengen pasal 11, menjadi dua yaitu traktat
(treaty) dan agreement. Istilah “perjanjian" dalam pasal 11
diberi penafsiran dalam Surat Presiden tersebut, nenunjuk
kepada pengertian traktat yang mengandung materi

a.Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengo-
ruhi haluan politik luar negeri Ilegara sepebti halnya
dongan perjanjisn-perjanjian persahabatan, persokutu-
an (alliansi), tentang perodalan wilayah atau penetap-
an tapal batan.

b.lkatan-ikaten yang sedemikiasrn rupa sifatnys sehing-
ga nempengaruhi haluan politik luar negeri Negara,
dopat terjadi bdbabwa ikatan-ikatan sedemikian diecantm-
kan di dalam perjanjian kerjasara ekonomi dan tehnis
atan pinjaman wang.

e.S50al-soal yang menurut Undang-Undang Dapar atau ne-
nutut sistim perundang-undangan kita harus diatur de~-
ngan Undang#Undang, ucper*ﬁ soal-poal kewargonogaraan
don soal-soal kehakinnn,

T1did,n. 203,
1aﬂaa Soobagio,Babsrapa Problema Hukun Pada Unurmya
Dan Tota Negara Pada Kﬁnsnegzg,cef.I,IIunnI,EEnanng,1§77.

Tselanjutnya disingkat Mas Soebagio I),h.108 -110.
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Scdangkan perjanjian-perjanjian lain yang tidak
ternapuk di atas diberi pemafsiran menunjuk, kepada penger-
tien agreemnnt dan mengandung eateri yang tidak jermasuk
nateri yang telah ditontukan sebagai materi traktat.
Menurut Starke, "Istilah traktat (treaty) pada umumnya

dipergunakam bagi persetujuan-persetujuan perdamaian, per-

19

pekutuan atau cessie wilayah®, fodangkan, "Persetuju-

an (Agreenent) bersifat tidak seresmi traktat ., . . diper-
gunakan mntuk persetujuan-persetujuan yang bersifat tehnie

atau adninistratip, ditandatengani oleh wakil-wakil Depar-

temen, dan tidak usah diratifisir®, 20

Hochtar Kusumaatmadja nenbagi atau mengadakan pen-
bedaan perjanjian internasional menjadi dua golongan.

Pada ouatu fihak terdapat perjanjian-perjanjian f{n¢ore
nagional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan
yakni perundingan, penendstanganan dan ratifikasi dan
pada fihak lain perjanjian internasional yang hamnya
nelevati 2 tahap yakni perundingan dan penandatanganan.
Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan wntuk
hal-hal yang dianggap penting sehinggs memerlukan per-
setujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk
mengadakan perjanjian (treaty making power), sedangkan
perjanjian-perjanjian golongan kedua yang lebih seder-
hana oifatnya diadakan untuk perjanjian-perjanjian
yang tidak begituzgenting dan nemerlukan penyelesaian
yang eepat . . .

195.6. starke,ep eit.,h.204.
201p14d, ,h.204 - 205.

2ygchtar Kusunaatmadja,op eit.,h,112.
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Solein pendapat kedua sarjana di ates dapat dikemu=-
kakan di sini pendapat Sunario mengenai traktat dan isi
traktat,ocobagail berikut :

Perjanjian negara dalem makna terbatas (Traite), yakmi
suatu persetujuan internasioral yang mempunyai sifat

"luhur® (ploehtig) dan mengenal soal-soal danyak yang
terkumpul (komplex) atan peal-soal yang istimewa dan

tertentu, yang anat penting sekali, seperti perjanji-
an-perjangian politik tentang perdamaisn, persekutuan
(alliansi), persahabatan, pendelaan, jaminan, noutra-

1itet, penycrahan daerah, penbataaga daerah dsb. te-
tapi juga tentang perniagaan dll. ,

Monurut Sunario lebih lanjut, traktat memerluken
ratifikasi sedangker yang bukan traktat tidak usah menung-
gu ratifikasi.

Berdasarkan pendapat ketiga sarjana tadi maka dapat
dikatakan bahwa traktat merupakan perjanjian internasional
yang terpenting dibandingkan dengan perjanjian internasi-
onal yang lain, bahkan bersifat luhur. Oleh karena itu,
traktat harus melowati tiga tahap pembentuken yakni perun-
dingan, penandatanganan dan ratifikaoi. Ratifikesi mneru-
pakan tahapan yang tidak dapat ditinggalkan untuk traktat
oebad menyangknt keterikatan negara den kesshan perjanji-

an yang dibuat.

2, Ratifikasi Perjanjien

Ada tiga sistim yang dikenal dalem hal ratifikasi
yaitu ¢ 1,Ratifikesi oleh legislatif, 2,Ratifikasi oleh

2

2Snnario,Tentans Terjadinya Perjanjian Hegara,eet.II,
Balai Pustaka,Jakarta, sh. - .
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ekgekutif, 3.Kedua badan ini berperanan dersarma-sama dalan
proseo ratifikasi perjanjian.

Ssat sekarang banyak negara menganut sistin ketiga
yang nenberikan kehidupan demokrasi lebih besar dengan
berperanannya eksekutif dan legislatif bekarja sama dalam
prooes pembuatan perjanjian. Di dalam pistim ini dapat
torjadi daden legislatif lebih nmenonjol atau sebaliknya
badan ekpekutif yang lebih menonjel. Sistin ketiga ini di
Aperika Serikat, walau Prosidon nelakukan ratifikasi, Se-~
nat ponpunyei hak yang menentukan berupa "nasehat dan per-
getujuan® (advice and consent) terhadap kekuasaan Presiden
nenbuat perjanjien dengan negara lain, Hak Senat tersebut
hanya monentukan di dolam pembuatan traktat, tidak menge-
nai porjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting berun-
pa “executive agreements™ atau perjanjian-perjanjian yang
dibuat Presiden sendiri berdasarkan kekuassan yang melekat
padanya.,

Di Indonesia, dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar
1945, ketentuannya tidak secara tegas membedskan perjanji-
an-perjanjian manakah yang nengandung materi sebagai
"traktat" dan yang manakah perjanjian kurang penting atau
Yexecutive agreonents”. Pasal 11 hanya menyobutkan, *. ., .
membuat perjanjian dengan negara lain®,

Mengenai istilah perjanjian ini, kita coba memban-
dingaknn pasal 175 Konstitusi R.I.S. 1949 dan pasal 120
Undang-Undang Dasar Secentara 1950, yang dahulm pernah
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borlaku sebelun diundangkennya kembali Undang-Undang

Dasar 1945. Di daleam pasal 175 Konptitusi R.I.S5. 1949
secara tegas dinyatakan, Presiden mengadakan dan mensahkan
segala perjanjian (traktat) dan persetujuan dengan negara-
negara lain. Dari ketentuan ini jelas terlihat dua materi
yong disahksn Presiden yaitu perjanjian yang disebut trak-
tat, dan perjanjian yang hanya berupa persetujuan dengan
negara lain. Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
juga mempunyai ketentuan yang sana membagi perjanjian da-
lam dua bentuk yaitu traktat den persetujuan.

Dari ketentuan ini dapat diterik penafsiran bahwa
istilah perjenjian dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
lebih tepat mengandung pengertian traktat yang memerlukan
persetujuan dari Dowan Perwakilan Rakyat. Sedangkan materi
perjanjian yang kuzang penting tidak memerlukan persetuju-
on Dowan Perwakilan Rakyat dapat disebut selagai persetu-
juan dengan negara lain. €3

HMengenai nateri apakeh yang masuk dolem bentuk per-
jonjian dan apakah yang masuk dalam bentuk persetujuan
atau agrooment, Surat Prosiden nomor 2826/HK/60 yang ber-
laku berdasarken konvensi ketatanegaraan sebagainana telah
dijelaskan di muka nenentukan agreemant atau persetujuan
yang mengandung materi lain dari nateri traktat(treaty)
tidak memerlukan pergetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

23Hoehtar Kusumaatmadja,op oit.,h,113,
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Dalam hal ini Presiden hanya menyampaikan naskah yang
telah diratifisir kepada Dewan Perwakilar Rakyat untuk
diketahui. Isi persetujuan yang dibuat dengan negara lain
ini dipergunaken untuk batas waktu yang pendek memuat
perhubungan tetap antara negara-negara, misalnya perniaga-
an, atan menetapkan aturan-aturan unum untuk melaksanakan
puatu perjanjian, 24

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan
secara tegas siapakah sebenarnya yang berhak meratifisir
perjanjian, di situ hanya disebutkan ®Presiden dengan per-
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian , . ."
Dalar ketentuan ini terlihat, Dowan Perwakilan Rakyat ha-
nya nemberikan persetujuan dari perjanjian yang dibuat
Presiden dengan negara lain, tidak mempunyai wewenang rati-
fikasi, Pada pasal 175 Konstitusi R.I.S.1949 den pasal 120
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 jelas ditentukan Preasi-
den mensahkan perjanjian atau traktat, Dari ketiga Undang-
Undang Dasar ini dapat ditarik kesimpulan sdanya persamaan
nengenal tidak berwenangnya Dowan Perwakilan Rakyat mera-
tifikasi perjanjian.

Selain itu dapat dikemukakan penjelasan pasal 10
sampal dengan pamal 15 Undang-Undang Dasar 1945, yang meo-

netapkan bahwa kewenangan membuat perjanjian merupakan

24Sunario,loc cit.
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hak prerogatif Presiden yang mempunyai wewenang karena
kedudukannys sedbagai Kepala Negara. Dengan demikian trak-
tat menjadi ssh setelah diratifisir oleh Presiden, dalam
hal ini selaku Kepala Negara yang mempunyai hak prerogatif,
Perjanjian atau traktat berlaku sah setelah ditandatangani
Presiden dan mengikat rakyat setelah diundangkan dengan

prosedur perundangan yang berlaku.
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AP IV

KEDUDUEAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAD RAKYA®
DALAFM PEMBENTUKAN UNDARGSUNIANG

1. Dodudukan Hukum dan Hubungannya
Pasal 5 ayat 1 Undong-Undang Dasar 1945 menyebutkan,

"Presiden memegang kekuasaan nembentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat®. Penjelasar pasal 5
ayat 1 nya menyatakan, "kecuali executive power, Presiden
bersana-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan
legiglative power dalam negara®. Pasal 20 ayat 1 berbunyi,
"Piap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan
Porwakilan Rakyat", Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ker-
jasana kearah persetujuan kedua belah pihak merupakan sya-
rat nutlak untuk dapat dihasilkan, diterima den disahkan-
nya suatu undang-undang. Atauw dengan kata lain, suatu
undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, meru~-
pakan hasil kerjasana yang menampakkan kedudukan dan hud
bungan sederajat dan seimbang antara Presiden dan Dewan
Porwakilan Rakyat. 25

Kerjasama antara Presiden dan Dowan Perwakilan

Rokyat merupakan syarat mutlak konstitusionil bagi penyu-

25Pakulteo Hokun Universitas Airlengga, Perunusan

Ilniah Tontang Kodudukan Dan Hubuggan Tenbaga-lenbaga Noga-
Ta Ningkal pupat Dengan Presiden, urabayﬁ?ﬂéiii’ﬁE?ﬁEﬁEﬁ?‘

31
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ounan suatu undang-undang. Hubungan keduanys dan kedudukan
hukun kedus lenbaga £inggi ftojara ini, sangat menentukan
dalan ponyusunan perundang-undsngan verta neletakkan lan-
dapan hukum bagi segala tibdakan dalan lapangan pemerintah-
an negara Republik Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Dapar 1945, menentukan, Pre-
siden dongan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menbuat
porjanjian dengan negara lain, Hal ini berarti, tanpa per-
sotujuan Dowan Perwakilan Rakyat maka tidak dapat diharap-
kan Presiden menbuat perjanjicn (traktat) dengan negara
lain, Tanpa adanya kerjasama anfara Presiden dengan Dewan
Porwvakilan Rakyat maka persetujuan tidak akan diperoleh.

Presiden hanya dapat menbuat perjanjian tanpa perse-~
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila perjanjian itu boru-
pe agreement yang isinya buken mengenai materi yang dite-
tapkan untok traktat sebagainana ditentukan dalam Surat
Presiden nomor 2826/HK/60. Untuk bentuk agreement tidak
terdapat kerjasana antara Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat , sebad Dewan Perwakilan Rekyat hanya diberitahh
untuk mengetahui saja, tidak untuk diminte persetujuannya.
Dalan hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersifat pasif tanpa
terlibat dalan kegiatan kerjasama. Sebaliknyn dalam neng-
hadapi ratifikasi perjanjian, Dowan Perwakilan Rakyat ter-
libat dalanm kegiatan bekerja bersara-cara dengan Presiden,
nencapai persetujuan dengan landasan kemauan yang sana

dari kedua pihak,
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Hubungan kedua lembaga ini makin terlihat saling
penentukan satw sama lain, apabila dikattkan dengsan pasal
8 (ayat 7) Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rokyat nomor
III/MPR/ 1978 tentang Hubungan Tatakerja Antar Lembaga-Lem-
baga Tinggl Negara yang isinya mengharusken Presiden mem-
perhatikan sungguh-sungguh susre Dewan Porwakilan Rakyat.
Porhation yang tidak atau kurang sungguh-sungguh dari Fre-
oiden dalam rangka membuat perjanjian dengan negara lain,
dapat pengakibatkan Dewan Perwakilan Rekyat menolak membe-
rikan persetujuannya.

Dowan Perwakilan Rakyat dapat mempergunakan fungel
pengawagannys untuk selalu mengawasi tindakan-tindakan
Presiden, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presi-
den sungguh tidak memperhatiken sunre Dewan dan melanggar
haluan negara, dalam Hal ini, pelaksanaan politik luar ne-
geri yang bebas aktif yang diabdikan kepade kepentingan
nasional, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang
Dagar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam hal materi perjanjian atau traktat tidsk da-
pat dirubah dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat memin-
ta koterangan melalul hak interpelasinya, maka apabila
Dewan tidak puas mengenai keterangan atau penjelasan yang
diberikan Presiden atau Pomerintah, Dowan Perwakilan Rakyat
dapat menyatakan pendapatnya terhadap keterangan tersebut
dalap bentuk memorandum, resolusi ataw mesi, Selain {tu,

Dswan Perwakilan Rokyat yong para anggotanya juga menjadi
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anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menggunskan
kekuasaannya nengundang Majelis untuk mengadakan persidang-
on istimewa agar dapat meminta pertanggungjawaban Presiden
terhadap tindakan hubungan luar negeri.

Berdasarkan kedudukan dan hubungan antara Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat dfi atas, tampak dengan jelas
poranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kebijaksanaan, pelak-
panaan dan pengawasan politik luar negeri, termasuk di da-
lamnya pembunatan perjanjian dengan negara lain, -

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan
bentuk hukum atau yuridis dari persetujuan Dewan Perwakil-
an Rakyat. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat tidak
pempunyal keharusan untuk memberikan persetujuan dalam ben-
tuk undang-undang. Hal ini berbeda apabila dibandingkan
dengan pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Se-
pentara 1950 serta pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 Konstitusi
R.1.8.1949, yang menetapkan secara tegas wadah atau bentuk
persetujuan dalam Undang-Undang.

Pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undeng-Undang Dasar Se-
nontara 1950 berbunyi sebagai berikut :

(1) Presiden mengadakan dan mensahkan perjanjian (trak-
tat) dan persetujuan lain dengen negara-negara lain.
Kecnali jika ditentukan lain dengen Undang-Undang,
perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan,
melainkan sesudah disetujul dengan Undang-Undang.
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(2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetu-
juan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan
kuasa Undang-Undang,

Konstitusi R.I.S.1949 di dalam pasal 175 ayat 1 dan
aynt 2 menyatakan :

(1) Presiden mengadnkan dan mensahkan segala perjanji-
an (traktat) dan persetujurn lain dengan negrra-ne-
gara lain, Kecuali Jik~ ditentukan lain dengan Un-
dang~Undang Federal, perjanjian =tau persetujuan
lain tidak diesahkan, meld&inkan jika sudah disetu-
jul dengan Undang-Undang.

(2) Masuk dalam dan memutuskan perj~njian dan percetu-
juan lain, hanya dil-kukan oleh Presiden dengen

kuasa Undang-Undang Federal,

2, Pak Ininiatif Dewan Perwakilan Rakyat

Hak inisiatif berupa hak mengajuken rrneangan undang-
undang dimilkki oleh Presiden dan Dewnn Perwakilan Rakyat,
Rancangan @ndang-undcng daril anggota-anggota Dewan Perwa-
kilen Rakyat ini walaupun telah disetujui Dewan Perwnkil-
en Raky~rt sectra menyeluruh, tidak dapat ditet~pkan menjr-
di undang-undang apabila belum disrhkan oleh Presiden,
Demikian pulﬁ sebaliknya, rancangan undang-undang yang
diajukan Presiden tidak akan @apat ditetapkan5m§njadi
undang-undang selama belum mendapat persetujuan deri Dewan

Perwakilan Rakyat. Persetujuan kedua belah pihak bagi pem-
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bentukan rancangan undang-undang monjadi undang-undang
nerupakan syarat mutlak dari pihak panapun yang mengsjukan
rancangan lebid dahulu, baik dibuat dan diajukan oleh Pre-
piden ataw Pemerintah maupun oleh Dowan Perwakilan Rakyat.

Henurut pacal 21 Undang-Undang Dasar 1945, setiap
anggota Dowan Perwakilan Rakyat mompunyai hak mengajukan
roncangan undang-undang. Rencangan undang-undang yang di-
ajukan anggote tadi apabila diterima oleh Dewan Perwakilan
Rakyat oebagal keseluruhan, rake rancangan undang-undang
tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan
Rakyat. Berdasarkan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Dasar
1945, walaupun rencangen tersebut disetujui Dowan Perwakil-
an Rekyat, tetapi apabila tidak disahkan oleh Presiden ma-
ka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalem persidange
an Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Demikian pula menurut
pacal 20 ayat 2 Undang-Undeng Dapar 1945, jike suatu ran-
ecangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat, maka rancangan itu tidak boeleh diajukan
lagl danlam persidangan Dewan Porwakilan Rakyat pacda itu.
Hal ini herarti puls Rancangan undang-undang yang beracal
dari hak inisiatif Presiden mendapat perlakuan yang sema
dan soimbang dengan rancangan undang-undang dari inisiatif
Devan Porwakilan Rakyat,

Dari ketentuan di atas yang merberiken landapan hak
usul inisiatif dagli Dewan Perwakilan Rakyat naupun Presi-
den gerta hak untuk tidak memberikan persetujuan kepdda
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kedua belah pihak terhadap rancangan yang diajukan, nembdbe-
riken gambaran :

1. bentuk “pengawasan® oleh Dewan Perwakilan Rekyat
terhadap Pemerintaﬁ, apabila adea masalah penting
yong menyangkut kehidupen masyarakat, tetapi Peme-
rintah ternyata tidak menyusun dan merngajukan rane
cangan undang#undang yang berkaitan dengan kepen-
tingan masyarakat tersebut, maka Dewan Perwakilan
Rakyat mengajukan ransangan undang-undang yang ber-
hubungan dengan kepentingan nasyarakat tersebut ;

2. saling menentukan dan berada dalam kelludukan yang
sama kuat, tidak dapat saling menjatuhkan dan meme
bubarkan satu sama lain, bagaibmanapun tajamnya per-
bedaan yang terjadi sehubungan dengan materi resne
cangan undang-undang yang diajukan oleh salah satu
pihak atau masing-masing pihak ;

3. saling tergantung dan terikat untuk mengadakan ker-
jasana, sebad masing-masing pihak mempunyai semacam
hak vetc untuk tidak memberikan persetujuan terha-
dap rancengan undang-undang yang tidak disetujui
oleh salah satu pihak,

Penbentukan undang-undang dalem prosesnya melalui
beberapa tingkatan yang meliputi

I. Rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat atan inisiatif Pemerintah,

I1. Penbahasan dalem Dewan Perwakilan Rakyat bersana
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Pemerintah. Dalam pembahasan ini, Dewan Perwakilan

Rakyat menerima dan menyetujui atau menolak suatu

rancangan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan

Rakyat menerima dan menyetujui suatu rancangan

undang-undang menjadi undang-undang, maka undang-

undang tersebut dikirim kepada Presiden (Pemerintah).
III. Pengesahan oleh Presiden.

IV. Diundangkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, agar undang-undgng tersebut
mempunyai kekuadaa . hukum,

Delam sejarah hidup kenegaraan sejak proklamasi
tahun 1945 ternyata prakarsa pembentukan undang-undang se-
bagian besar lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerin-
tah. Produk Dewan Perwakilan Rakyat yang berupa undang-un-
dang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak prokla-
masi tahun 1945 sampai tahun 1974 dibandingkan dengan se-
luruh undang-undang hanya mencapai 3,...% . . . 26

Sedikitnya Jjumlah rancangan undeng-undang yang di-
ajukan Dewan Perwakilan Rakyat ini, memberikan pengaruh
yang besar terhadap kepentingan masyarakat, yang suaranya
diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Raekyat, sehing-
ga gambaran kedudukan yang saling menentukan dan sama kuat

menjadi lebih cenderung kepada kepentingan Pemerintah.

26yan Soebaglo,Ensiklopedia Perundang-Undangan Repu-
blik Indonesia,cet.I,AIumni,Egnaung,1§73 (seianjutnya di-
singkat Mas Soebagio II),h.35.
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Banyak produk berupa undang-undang yang telah dise-
tujui Dewan Perwakilan Rakyat selama ini kurang mempunyai
daear-dasar yang mantap, bila ditinjau dari segi yuridis.
Undang-Undang itu kurang didasarkan pada masyarakat, tapi

lebih pada kepentingan penguasa. 21

Undang-Undang
yang berasal dari inisiatif Pemerintah lebih menonjol
jumlahnya maupun kepentingannya bagi Pemerintah, sebab ;

+ « . prosesnya selalu, Pemerintah membuat rancangan
undang-undang, lalu dibahas dan kemudian disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sen-
diri belum menggunakan hak inisiatifnya untuk menyu-
sun rancangan undang-undang. Dari kenyataan ini ten-
tulah kepentingan Pemerintah lebih menagjol, karena
Pemerintahlah yang berinisiatif . . .

Surat Presiden nomor 2826/HK/60 dampai seat ini
telah mempunyai masa berlaku sekitar 20 tahun dengan ben-
tuk tidak berupa undang-undang maupun salah satu bentuk
peraturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966. Mengingat Surat Presiden
tersebut mengatur hubungan luar negeri antar negara dan
hubungan luar negeri saat ini makin penting peranannya,

katena makin lebarnya sikap pintu terbuka, sebagai akibat

27Soerjono Soekanto,wawancara dengan S.K. KEompas,
selesai penandatanganan piagam kerjasama DPR-RI dengan
Universitas Indonesia,Kompas,24 Februari 1979,h.I.

28Albert Hagibuan,wawancazza dengan S.K. Kompas,
Kompas,?28 Februari 1979,h.I dan VI.
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BAB YV

KESIMPULAN DAKN SARAN

1. Kosimpulin
Penentuan kebijaksanaan,pelaksanaan serta pengawas-

an politik luar negeri menjadi sangat penting untuk dapat
diikuti oleh lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil peme-
rintah yang turut serta merundingkan serta menanda-tangani
suatu perjanjian atas nama bangsa dan negara;tetap berpe-
gang kepada kepentingan nasional atau kepentingan umum
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam mufakat nasional.

Hubungan kedudukan Presgiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat menjadi sangat menonjocl di dalam menjaga kesepakatan
nasional yang berintikan kepentingan umum darn nasional.
Bubungan ini,pengaturan wewenang dan batas-batas kekuasaan
yang memberikan jaminan kepada pihak Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam melaksanskan tugas masing-masing
dalam kaitan dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,
hingga maat ini belum cukup memadai menjadi pegangan yang
pasti bagi Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Pedoman ketentuan yang sampai saat ini dipergunakan
dolam bidang membuat perjanjian dengan negara lain atau
hubungan luar negeri iaslah Surat atau Amanat Presiden
nomor 2826/HK/60,nampak kurang tepat apabila dijadikan da-
sar hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketetapan

43
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Hajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966
yancto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
Y/MPR/1973 pasal 3, .

2, 3aran
Boberapa pemikiran akan saya ketengahkan pada akhir
tulisan ini sebagai saran-saran ;

1.Xedudukan hukum Surat Presiden Nomor 2826/HK/66
yang hanya sebagai pedoman pelaksanaan pasal 11
Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditingkatkan men-
jadi undang-undang sehingga jelas kedudukan hukum
nya di dalam hierarchis peraturan perundangan.

2.Pengertian "dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat® dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
perlu secara tegas diberi bentuk hukum apabdbila
suatu perjanjian yang dibuat Presiden disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Pemerintah harus
pagi-pagli sekali menyampaikan penjelasan materi
perjanjien ataw rancangan perjanjian,agar supaya
Dewan Perwakilan Rakyat yang musyawarahnya meoner-
lukan waktu banyak dan melalui prosedur yang pan-
Jang dapat segera menetapkan landasan hukum bagi
tindakan-tindakan Pemerintah atau Presiden di ma-
sa yang akan datang dalam nelaksanakan perjanjian
internasiénal yang dibmat,
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3.Pengertian istilah "perjanjian (traktat)" dan

~ ®persetujuan (agreeﬁent)" perlu secara tégas di-
fnangkan dalam rumusan yang jeles dan pasti dalam
bentuk undang-undang,sehingga dapat ditetapkan
secara terpisah apakahn itu pengertiannya traktat
atan agreement. Dalam kaitannya dengan istilah
perjanjian pada pasal 11,saya berpendapat istilah
perjanjian tersebut lebih tepat ditetapkan seba=-
gal pengertian traktat,tidak mencakup pengertian
agreement, sehingga Pemerintah atau Presiden senan-
tiasa dapat mengikuti perkembangan hubungzn inter-
nasional yang selalu meningkat kepentingan dan
masalahnya.

4 ,Prakasa perundang-undangan yang sebagiah besar
berapal dari Pemerintah perlu segera diimbangi
oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga  produk per-
undang-undangan dapat terhindar dari titik berat
bagi kepentingan Pemerintah atau penguasa belaka,
Inbangan dni dapat terwnjud apabila Dewan Perwa-
kilan Rakyzt melaksanakan secara konsekwen cita-
cite dan asas "dari rakyat,oleh rakyat serts un-
tuk rakyat®",dengan menghindari pertimbangan ser-
pit yang hénya memikirken kepentingan golongan

atap daerah sendiri.
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LAMPIRAN

Surat Presiden nomor 2826/31/60 tanggal 22 Aguatus

1960, perihal pembuatan perjanjian-perjanjian dengan nega-

ro lain, yang dikirimken kepada Kotun Dowan Porwakilan

Rokyat di Jakarta den tembusannya dikirimkan kepada Mente-

ri Luar Kegeri, Men(tot Kchakiman, Menddri Penghubung De-

wan Perwakilen Rakyat/Majelis Permusyawarstan Rakyat.

Ioi longkap surat tersebut :

1. Dongan ini diminta dengan hormat perhatian Saudars atas
ooal korjasana antar Pemelintah dam Dowen Perwakilan
Rakyat dalam rangka pasal 11 Undang-Undang Dasar df da-
len hal pengoadakan perjanjian-perjanjian dengan Hegara-
nogara lain.

Soperti diketahui pasal 11 Undang-Undang Pasar menentu-

kan bahwa :

9"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
nenyatakan perang, menbuat perdamaian dan perjanjism
dongan Nogara lainﬁ.

2. Monurut pondapat Pemerintak perkataar "perjanjian® di
dalon pasal 11 ini tidak mengendung arti segala perjan-
Jian dengan Negara Asing, tetapi hanya perjanjian-per-
janjian yang penting saja, yaitu yang mongandung soal-
po2l politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk
traktat atau treaty. Jika tidak diartikan, raka Pomerin-
tah akan tidak nenpunysi eukup keleluasaan bergerak
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untuk nenjalankan hubungan internasional dengan sewa-
jarnys keroma untuk tiap-tiap porjenjian walaupun
nengenni ocoal-soal yang kecil-kecil harus diperdleh
persetujuan terlebih dahulw dari Dowan Porwakilan Rak-
yat, oedangkan hudungan internasional dewasa ini deni-
kian intensifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindak-
an yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur
kenstitusionfl yang lancear,

3, Untuk nenjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerjasa-
na antara Pemorintah dan Dewan Perwvakilan Rakyat seba-
gai tertera di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar, Po-
perintah akan menyampaikan kepada Dewan Perwvakilan Rake
yat untuk nemperoleh persetujuan Dewan Perwakilam Rak-
yat hanyn perjanjian-perjanjian yang penting saja
(treatico), yang diperineikan di bawah, sedongkan per-
janjian lain (agreements) akan disempaiken kepada Dowan
Porwakilan Rakyat hanya untuk diketahui.

Perlu dininta perbatian di sini, bahwa pasal 11 Undang-
Undang Dasar tidek menentukan bentuk yuridis dari per-
sotujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu, sehingga tidak
ade keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk nenmbo-
rinya dengan Undang-Undang.,

4, Sosudf dengem pertimbangan-pertimbangan yang tersebut
di atas Penerintah bperpendapat bahwa porjanjian-perjan-
jian, yang harus disanpalkan kepada Dewan Perwakilan
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Rokyat untuk nendapat persetujuan sebelumgprya disahkan
oleh Preciden, iaslah perjanjian-perjanjian yang lasin-
nya berdbentuk treaty yang mengandung rmateri sedagai
berikut

ea. soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempeng-
arubi haluan politik luar negeri Negara oeperti hal-
nys dengen perjanjlan-perjenjian persahabatan, per-
janjion-perjanjion persekutuan (alliansi), perjanji-
an-perjanjian tentang perobahan wilayah atan penetap-
an tapal bates.

b, Ikatan-iksaton yang sedemikian rupa sifatnya sehingga
menpengaruhi haluan politik luar negeri Negaura; da-
pat terjadi bahwa ikatan-ikatan pedemikian dicantum-
kan di dalam perjanjian kerjasana ekonomi dan tehnip
atau pinjaman uang.

8. Soal-soal yang nenurut Undang-Undang Dasar atawm menu-
rut sistim perundang-undangan kita harus dictur de-
ngan Undang-Undang, seperti soal-socal kewargoan moga-
ro don soal-soal kehakiman.

Perjanjian-perjanjian yang nengandung rateri yang

lain yang lazimnya berdentuk agreenents akan disampaikan

kopada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui soto-
lah disahkan eleh Presiden.
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